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- Menteri Negara Penncanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMoR: KEP. 338 /M.PPN/ 12/2oos
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALI,AN

PELAKSANAAN RENCANA INDT]K REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSAI.AM DAN KEPUI-AUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA I.ITARA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/

KIPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menrmban5i e. bahwa bencana alam yang ntelanda Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias, Pt'ovinsi Sumatera Ulara telah

mengakibatkar.r keru.sakatt berat pada infiastruktur dan
rnelemahkan perekonotniatt, melentahkatr masyarakat, serta

melemahkan jalannya penlerintahall di daerah yang terkena

bencana dinraksud di atas;

b. bahwa Wnan1anan daeruh yanS nlengalami bencana

sebagaimana dimaksud dalant huruf a diatas perlu dilaksanakatr

sesuai dengan Rencalla hrduk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nan8Sroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias, Ptovinsi Sumatera Utara

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peratutan Presiden Nomor

30 Tahun 2005;

c. bahwa sejalan dengan ploses rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam

rzngka menindaklanjuti Nota Kesepahalian antata Pemerintah

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), perlu

disusun rencana dan pendanaan pelaksanaan dari Nota

Kesepahaman tersebutl

d. bahwa sejalan dengan tttS;as dan tan88un8 jawab yang

dianranatkan dalant Peratrtlan Piesidut Nonror 3O Tahun 2005

tian Instruksi Ptesiden Norrtor l5 'fahun 2005 di atas'

Kementerialr Negara Pet'enclnaan Pentbangttnan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggung jawab

untuk nrelakukan pcnlarltauan dan pengendalian pelaksanaan

proSranl r'ehabilitasi .lau rekonstruksi, selta dalam melaksanakan

koor.linasi pen)nlsr-lnar! reilcalla pelaksanaan Nota Kesepahaman;

c. bahwa dalarrr lengka kr;qiatan Peirlalltauan dan pengendalian

sebagainrana

?o
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Mengingat

Menetapkan

sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas, dipandang peflu
dibentuk Tim Koordinasi Pem ntauan dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;

1. Peraturan Pemerintah Penggallti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 20O1 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organiasi, dan Tata Kerja
l*mbaga Pemerintah Non Depatemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
1,1, Tahun 2005;

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2O05 tentang Keglatan
Tangg p Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan
Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Provinsi Sumatera Utara;

4. Perafiiran Presiden Nomor 9 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Keputusali Presideii Nonror 62 Tahun 20O5;

5 Pemturan Presiden Nomor 30 Tahun 2OO5 tentang Rencana
Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarukat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sunutera Utara;

6. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
NangSroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara;

7. Peta;fi:ran Presiden Nomor 63lM Tanggal I5 April Tahun 2005
yang menetapkan Ke^nggotaan Bad,an Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGTJNAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGTJNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
INDUK REHABILTTASI DAN REKONSTRUKSI }VILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PRO\,'INSI NANGGROE ACEH
DARUSSAIAM DAN KEPTJLAUAN NIAS, PROVINSI SUMATERA
I.,ITARA.

PERTAMA
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PERTAMA

KEDUA

Membentuk Tim Koordinasi Pernantauan dan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias, Provinsi Sunratera Lltara, untuk selanjutnya disebut

Tim Koordinasi, yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan

Kelonrpok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(a) Tim Pengarah bertuSas :

1. Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan
memantau kemajuan dan permasalahan pelaksanaan koordinasi
pernantauan dan pengendalian rencana induk rehabilitasi dan
rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi

Sunutera Utara;

2. Melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan
melaporkan kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri Ne8ara

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepal a Badan Petencanaan

Pembangunan Nasional.

(b) Tim Pelaksana bertugas :

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Wmantauan
dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi

NanSgroe Aceh Darussal am dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera lJtara bekerjasama dengan Badan Pelaksana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dan
Pemerintah Daerah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dan
Provinsi Sumatera lJtara, serta Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kola di Provinsi NanSSroe Aceh Darussalam dan
Provinsi Sumatera lJtaru yanS terkena bencana, di dalam
penyusunan rencana aksi tahunan rehabilitasi dan rekonstrulai
di wilayah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Provinsi Sumatera Utarai

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan dan
pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dengan Sekrctariat

Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

Kehidupan Masyarakat Provinsi NanSSroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utata, dalam penylapan

rekomendasi arahan dan kebijakan yang diperlukan oleh Dewan

Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonsh'uksi;

3. Mempersiapkan dan menynsun bahan arahan kebijakan, sistem

pernanlauan dan pengendalian, termasuk rencana kerja bagi
Kelonrpok Kerja-Kelompok Kerja yang meliputi bidang-bidang:
(1) penrulihan infrastruktttr, tata ruan&, pettanahan dan

lingkungan hirtup, (2) pentulihan sosial budaya, (3) pemulihan
perekonorrrian, (4) pentulihalr kelemba.gaan, dan (5) reinteSrasi

mantan
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KETIGA

KEEMPAT

mantan GAM;

4. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantavan dan
pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja-Kelompok Kerja yang

telah disesuaikan dengan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi,
yaitu: ( t ) pemulihan kemasyarakatan, (2) pemulihan
perekonomian, (3) pemulihan infrastruktur, (4) pemulihan
kelembagaan, dan (5) penataan ruang dan lingkungan hidup;

5. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil
pelaksanaan koordinasi kegiatan pemantauar. dan pengendalian
pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk membantu dan mendukung pelaksan aan tv&as dari Tim
Pelaksana, keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari paru pejabat dai
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara

PPN/Bappenas), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini.

Uraian tugas Kelompok Ke4a tercantum dalam l,ampiran ll
Keputusan ini.

Apablla dipandang perlu, masing-masing Kelompok Kerla dapat

melibatkan wakil dari lembaga pemerintah dan/ atau non-
pemefintah yang terkait untuk membantu dan mendukuttg
pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.

Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi

yang terdiri atas pejabat dan staf dari Kementerian Negara

PPN/Bappenas untuk membantu dan mendukung pelaksanaan hrgas-

tugas Tim Pelaksana termasuk menyusun laporan pelaksanan t:.tSas

Tim Pelaksana secara berkala kepada Tim Pengarah.

Apabila diperlukan, Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana beserta

Kelompok Keqa dan Sekretariat Tim Koordinasi dapat memantau dan
mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, tnaupvn
bekerjasama dengan Badan Pelaksana, Sekretariat Dewan PenSarah,

dan Sekretariat Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Nanggroe Aceh Darussalam-Nias dan Pemerintah Daerah Provinsi

dAn Kabvpaten/Kota di Provinsi Nang8rce Aceh Darussalam dan
Provinsi Sumater a Utar a.

Struktur organisasi dan mekanisme hubungan kerja Tim Koordinasi
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tuSas Tim Koordinasi

clibebankan kepada Anggarun Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan banf';ra,n dan negara/badan donor yang resmi.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH
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KESEBELAS
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Den9an berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Netara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencana n

Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 0O7IM.PPN/02 / 2005 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (R3MAS) dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikenrudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan petubahan sebagaimana mestinya'

1

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2OOS

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL/

IGPAI.A BADAN PEPJNCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAtr,

H. PASKAH SUZETTA

wafu



LAMPIRAN I
IGPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN,/ IGPALA BAPEPNAS

NOMOR KEP. 338 /M.PPN/12/2005
TANGGAL 22 DESEMBER 2OO5

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TlM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WIIAYAH

DAN KEHIDT]PAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAI/'M

DAN KEPUI.A.UAN NIAS , PROVINSI SUMATERA TITARA

A. TMPENGARAH

Ketua Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Staf Ahli Bidang Regional dan Sumber Daya Alam

(1) Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas

(2) Inspektur Utama BaPP€nas

(3) Depufi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebtdayaan

(4) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pettahanan dan Keamanan

(5) Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil

Menengah

(6) Deputi Bidang Ekonomi

(7) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(8) Deputi Bidang Sarana dan Prasatana

(9) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

(1O) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan

(11) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemislonan

(12) Staf Ahli Bidang Pemantauan Pembangunan

(13) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reforntasi Birokrasi

Wakil Ketua

Anggota

B. TIM PELAKSANA

Ketua Direktur Kewilayahan II

Kepala Biro Perencanaat, Organisasi, dan Tata LaksanaWakil Ketua

C. KELOMPOK IG&IA...
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c. KELOMPOKKERJA

Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruan8, Pertaaahan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Direktur Permukimatr dan Perumahan

Wakil Ketua : Direktur Lingkungan Hidup

Bidang Pemulihan Sosial BudaYa

Ketua '.

Wakil Ketua :

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Direktur Agama dan Pendidikan

Bidang Pemulihan Perekonomtan

Ketua :

Wakil Ketua :

Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja

DirekturJasa KeuanSatr dan Analisis Moneter

Bidang Pemulih an Kelembagaan

Ketua

Wakil Ketua

: Direktur Otonomi Daerah

: Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bidang Reintegrasi mantan GAIM

Ketua :

Wakil Ketua :

Direktur Politik dan Komunikasr

Direktur Penanggulangan Kemiskinan

,-p
I

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL;'1 
-

H. PASKAH SUZETTA



LAMPIRAN II
KEruTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPEPNAS

NOMOR KEP. 348 /M.wN/72/2OOs
TANGGAL 22 DESEMBER 2OO5

t RAI.AN ruGAS DAN TANGGUNGJAWAB KXTOMPOK reRJA

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA

INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN

MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSAL^dM DAN KEPI.II.AUAN NIAS,

PROVINSI SUMATERA I.ITARA

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Kelonrpok Keria

UMUM

a. Mempersiapkan dan men)'usun bahan atahan kebijakan dan sftategi pmantauan dan
pengendalian, serta menlrusun sistem dan prosedur pemantaluan dan p.ngendalian
pe.laksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pemulihan

masing-masing.
b. Melaksanakan kegiatan Wmantavan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk

rehabilitasi dan rekonstruksi dari bidang pemulihan masing-masing, melalui koordinasi

dengan kemente rian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, seda Badan Pelaksana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.

c. Melaksanakan dan menSkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengendalian

Wlaksanaan Rencana Induk sesuai bidang pemulihan n.rasing-masin8, dengan

Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

d. Menlapkan rekomendasi arahan dan kebijakan yang diperlukan De\ryan Pengatah

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.

e. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengernai hasil-hasil pelaksanaan koordinasi

kegiatan perrlarrtauan dan pengendalian, serta rekomendasi atahan dan kebijakan yang

telah dirumuskan.

MENURLTT BIDANG PEMULIHAN

7. BidangPemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Menyiapkan tencana dan melaksanakan pentarftauan dan pengendalian pelaksanaan

pemulihan bidang-bidang infrast[tktur dan peruntahan) Wnataan ruang, pettanahan

dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang serta kelompok

sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan Kehidupan

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalanr dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Utara.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan

penrulihan bidang-bidang sosial budaya, agatrra, sultrber daya manusia, pendidlkan,, dan

kesehatan...
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kesehatan, sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang serta kelompok sasatan dalam
Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi NanSSroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Melryiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengend alian pelaksanaan

pemulihan bidang-bidang perekonomian dan ketenagakerjaan sesuai dengan kebljakan
dan strategi bidang dan kelompok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

4. Pemulihan Kelembagaan

Menyiapkan rencana dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksnaan
pemulihan bidang-bidang kelembagaan daerah, hukum, akuntabilitas, dan pendanaan,

sesuai dengan kebijakan dan strategi bidang dan kelompok sasaran dalam Rencana

Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

5. Bidang Reintegrasi M^ntan AnSSota Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

a. Melakukan koordinasi dalam penyrrsu nan rencana progtam dan pendanaan pncses

reintegrasi mantan GAM dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daetah,
:rrta lembaga donor terkait dalam tangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara
Pemerintah RI dengan GAM yang diamanatkan dalanl Instruksi Presiden Nomor 15

Tahun 2OO5.

b. Melaksanakan Wnlantavan dan pengendalian pelaksanaan reintegrasi mantan
anggola GAM dalam kaitannya dengan pemulihan bidang Keamanan, Ketertiban

dan Ketahanan Masyarukat sesuai dengan kebijakan dan strateSi bidang dan
kelonrpok sasaran dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarukat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

Provinsi Sumater a U tar a.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALi--.I.

H. PASKAH SUZETTA
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LAMPIRAN III
KEruTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KEPAIA BAPPEPNAS

NOMOR KEP. 338 /M.PPN./12/2005
TANGGAL 22 DDSEMBER 2OO5

STRI.JKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
INDIJK REHABILMASI DAN REKONSTRUKSI WL{YAH DAN IGHIDUPAN

MASYARAKAT PRO}'INSI NANGGROE ACEH DARUSSAI-AM DAN IGPUIAUAN NIAS
PRO\,'INSI SUMATERA T]TARA
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